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Abstrak
 

Terwujudnya suatu pelayanan kelalulintasan yang berfokus pada keamanan dan keselamatan pengguna jalan

tentunya menjadi kewajiban dari penyelenggara jalan maupun pengguna jalan. Namun, pada realitanya,

masih banyak jalan yang belum mendapatkan pemeliharaan baik pemeliharaan rutin dan berkala maupun

peningkatan kondisi jalan hingga puluhan tahun dan mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat yang

menggunakan jalan tersebut. Padahal, seyogianya penyelenggara jalan hendaknya melakukan pemeliharaan

jalan tanpa pengecualian. Apalagi, jalan merupakan salah satu sub urusan dari pekerjaan umum yang

merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penelitian ini dilakukan penulis

dengan menggunakan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang

terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, serta melakukan wawancara dengan informan dan

narasumber yang terkait. Dalam penelitian ini, permasalahan yang terjadi adalah pemeliharaan jalan yang

tidak maksimal karena adanya keterbatasan dana yang diterima Kabupaten Simalungun, tidak adanya

pedoman penyelenggaraan jalan, dan lemahnya pengawasan penyelenggaraan jalan. Oleh sebab itu, penulis

berharap adanya penentuan skala prioritas yang berdasarkan kepentingan umum tanpa diskriminasi dan

bersifat objektif. Serta, diperlukan adanya penetapan standar pelayanan minimal atas jalan oleh Pusat agar

menjadi pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan jalan, dan Kerjasama pengawasan Dinas Pekerjaan

Umum dengan Dinas Perhubungan.

......The implementation of a good traffic services which focuses on the safety of the road users is certainly

an obligation of government and road user. However, in reality, there are still many neglected roads for

decades which causes a disruption of activities for the people who use these roads. Whereas, the government

should keep the roads well maintained without exception. Moreover, the road is one of the sub-

governmental affairs related to basic services. This research uses juridicial- nomative methods with data

collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, as well

as conducting interviews with related informants and sources. In this research, the problems that occured

were the maintenance of roads that were not maximal due to the limited funds received by Simalungun

Regency, the absence of road implementation guidelines, and the weak supervision of road implementation.

Therefore, the author hopes that there will be an objective, without discrimination, prioritization scale based

on public interest. It is also necessary to establish a service standards by the central government, so the local

government can use it as a guidelines to organize roads, and for supervisory cooperation by the Public Work

Service and the Transportation Service.
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